


:g:?g‘(tig:,?ag Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Tambahan Le ran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,
mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

g::l;:g-umang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
ran Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 T.
, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4389); ki

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4421);

10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun
2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi
Undang-undang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahu 2005
Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4548);

11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
5 Umkemsimoaerah ( Lembaran Negara Repiblik Indinesia Tahun 20q9
Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan

3. e o Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ( Lembaran
e Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

14. Peraturan pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan

Pengawasan Penyelengga Pemerintahan Daerah
dg‘mbaran Nega alt:plﬂlk Indonsir:a“rahun 2001 Nomor 41,
'(l’ambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090); |

pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah
35, Peralliial 2 s ik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118,
’(rambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);

29, Jou : 23 Tz 2005 tentang pengelolaan
caturan Peme ,ﬁ;”""‘m_m Repuolik

um (_Lembs



31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

Lara Penatausanaan

Gan Penyusunan Laporan Pertangoungiswaban
Bendahara Serta Penyampaiannya; Sa oo e
Peraturan Menteri

dalam N
Pedoman Penyusun egeri Nomor 22 Tahun 2011 tentang

an APBD Tahun Anggaran 2012;
Peraturan Menteri Dal

am Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang
1P_e;‘ubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
ahun 2006 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2009 tentang
Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 7 Tahun 2011 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;

Peraturan walikota Nomor 60 Tahun 2009 tentang Kebijakan
Akuntansi Pemerintah Kota Makassar;

Peraturan Walikota Makassar Nomor 69 Tahun 2009 tentang Sisten
dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Walikota Nomor 29 Tahun 2012 tentang Perubahan
Pertama Walikota Makassar Nomor 66 Tahun 2011 tentang

Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2012;

Peraturan walikota Nomor 30 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketgua
Peraturan Walikota Makassar Nomor 66 Tahun 2011 tentang

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Tahun
Anggaran 2012;

Kota Makassar Nomor
Ke n Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

IIP%I)GIZOOQ tanggal 9 Nopember 2009 tentang Tata Tertib
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar,

. Keputusan Pimpinan dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Mkassar

Nomor ber 2012 tentang
15/DPRD/X1/2009 tanggal 8 Okto!
Persemjuan/g:netapan Rancangan Peraturan daerahBe‘Kom MaDk::;
tentang perubahan Anggaran Pendapatan d?‘n anja
Tahun Anggaran 2012 menjadi Peraturan Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAKASSAR

dan
WALIKOTA MAKASSAR
i ANG
TENT.
KOTA
A P RAN o GANAAN PENDAPATAN DAN









